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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dapat dilihat dari 

peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus 

merata dan tidak terlepas dari pembangunan daerah. Saat ini Indonesia telah 

menetapkan undang-undang otonomi daerah dimana pemerintah diberi kebebasan 

untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber 

daya daerahnya. Menurut Suparmoko (2002:61) otonomi daerah adalah 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut peraturan daerah sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. 

Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999 yang ditandai dengan 

dikeluarkannya undang undang  No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

yang terakhir direvisi dengan undang-undang No. 12 tahun 2008 dan undang-

undang No. 25 tahun 1999 tentang hubungan perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terakhir direvisi dengan undang-

undang No. 33 tahun 2004 membawa dampak di bidang perpajakan yakni 

memberikan perubahan terhadap sistem pengumutan pajak, yakni pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah atau pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak 



2 

 

pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan barang mewah (PPnBm) pajak 

penghasilan (PPh,) pajak migas, PBB atas perkebunan, kehutanan, dan 

pertambangan, dan lain sebagainya.  

Pajak daerah terbagi atas pajak  provinsi yang terdiri atas : pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar  

kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan pajak 

kabupaten/kota yang terdiri atas : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak 

reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain, yang berguna 

dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Setiap daerah otonom 

dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber 

daya alam dan potensi ekonomi yang bermacam- macam, sehingga jika 

dimanfaatkan dengan optimal akan memberikan kontribusi yang berpengaruh  

positif bagi penerimaan pendapatan asli daerah terutama dalam pembangunan 

daerah. 

Dari pajak daerah di atas , penerimaan yang memberikan kontribusi cukup 

besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan adalah 

jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini, perkembangan 

alat-alat transportasi, khususnya kendaraan bermotor telah mengalami 

pertumbuhan yang sangat besar. Inovasi atau penemuan baru pada teknologi alat 

transportasi pun semakin banyak bermunculan. Para produsen saling berlomba-

lomba dan bersaing untuk dapat menguasai pasar dengan memasarkan produk-
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produk kendaraan bermotor mereka ke masyarakat luas, sehingga penawaran akan 

kendaraan bermotor menjadi sangat banyak.  

Sehubungan dengan hal tersebut, pertumbuhan penduduk juga semakin 

banyak dan sulit untuk dikendalikan, terutama di negara-negara berkembang 

seperti di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah penduduk selalu mengalami 

peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 

sampai tahun 2010 sebesar 1,49% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2015), maka 

sejak tahun 2000 hingga 2010 tersebut jumlah penduduk Indoneisa telah 

mengalami peningkatan kurang lebih 15%, yaitu sekitar 30 jiwa juta lebih. Pada 

tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 8.675.774 jiwa, 

yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-9 terbesar penduduknya 

di Indonesia, di mana laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,5% ((Badan Pusat 

Statistik, 2015). Dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat tersebut, maka 

diperkirakan permintaan terhadap kendaraan bermotor pun juga akan ikut 

meningkat.  

Kendaraan bermotor telah menjadi bagian yang sangat penting bagi 

masyarakat saat ini. Kendaraan bermotor  dapat mempermudah aktivitas 

masyarakat, menjadi lebih efisien dan efektif. Ria dan Legowo (2010) 

menambahkan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak hanya sebagai alat 

transportasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah dalam kegiatan 

ekonomi. Sehingga masyarakat akan sangat membutuhkan keberadaan kendaraan 

bermotor tersebut. Selain karena kebutuhan, kepemilikan kendaraan bermotor 

menjadi salah satu tolak ukur derajat seseorang di masyarakat,  sehingga bagi 
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sebagian masyarakat secara tidak langsung mereka akan berlomba membeli 

kendaraan bermotor hanya untuk menunjukkan kemampuan atau meningkatkan 

derajat perekonomian mereka. Dari hal-hal tersebut maka permintaan akan 

kendaraan bermotor akan semakin meningkat.  

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber  

penerimaan keuangan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga 

membuatnya menjadi bagian yang sangat penting. Dan dari jenis – jenis Pajak 

Daerah, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan adalah 

jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana 

efektivitas dan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010-2014 

dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2010-2014?  

2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah di 

provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010-2014?  

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Selatan. 

2. Untuk mengetahui upaya apa yang akan dilakukan Dinas Pendapatan Asli 

Daerah provinsi Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan efektivitas dan 

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan 

Memberi manfaat bagi Dispenda, terkhusus pihak penagihan pajak untuk 

menetapkan kebijakan agar tercapainya penerimaan pajak yang lebih 

efektif. 

2. Bagi Mahasiswa 

Memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi masukan bagi peneliti sebagai sumber dan referensi untuk 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang diteliti. 
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